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KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR : 28  TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA ADAT
 DESA BHUANA JAYA 

  KEPALA DESA BHUANA JAYA,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam rangka menumbuh dan mengembangkan kegiatan lembaga adat dalam masyarakat, guna menjaga kelestarian adat, budaya dan pembinaan sosial kemasyarakatan Desa perlu mengangkat dan menetapakan pengurus Adat.  ;

	
	
	b.
	bahwa untuk terciptanya harmonisasi dan optimalisasi peran serta masyarkat dalam peningkatan pelayanan, pembangunan partisipatif dan gotong royong, yang memberikan nilai positif bagi Desa;

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Pengurus Adat dalam suatu Keputusan Kepala Desa;

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

	
	
	2.
	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587);

	
	
	
	

	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;

	
	
	6.




7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2091);

	
	
	8.
	Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

	
	
	9.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

	
	
	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 10 thun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

	
	
	11.
	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

	
	
	12.
	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;

	
	
	13.
	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

	
	
	14.
	Peraturan Bupati Kutai Kartnegara Nomor 21 tahun 2016 tentang Lembaga Adat Desa dan Kelurahan.




	
MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	
	

	KESATU
	:
	Mengangkat yang namanya terlampir dalam keputusan ini sebagai pengurus Lembaga Adat Desa Bhuana Jaya dengan masa bakti 2022-2027

	KEDUA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Adat senantiasa berpedoman kepada   ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Desa;

	KETIGA
	:
	Lembaga Adat bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan masyrakat atas segala tugas – tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa (APBDesa) Desa Bhuana Jaya

	KELIMA
	:
	Keputusan ini mulai belaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


						
						Ditetapkan di 	: Bhuana Jaya
						Pada tanggal	: 28 Januari 2022

KEPALA DESA BHUANA JAYA




       FREND EFFENDY



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kutai Kartanegara ( Cq. Kepala DPMD Kutai Kartanegara ) di – Tenggarong
2. Ketua DPRD Kutai Kartanegara
3. Inspektorat Wilayah Kab. Kutai kartanegara di Tenggarong
4. Kabag Pemerintahan Setkab. Kutai Kartanegara
5. Kabag Keuangan Setkab Kutai kartanegara
6. Camat Tenggarong Seberang di – Tenggarong Seberang
7. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Bhuana Jaya di – Bhuana Jaya
8. Masing – masing bersangkutan di – Bhuana Jaya
9. Arsip









LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

Nomor	: 10  TAHUN 2022
Tanggal		: 28 Januari 2022
Tentang	: PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA ADAT
			  DESA BHUANA JAYA


SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA BHUANA JAYA


	No.
	Nama
	Jabatan
	Suku
	
No HP


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	EKO SUWITO
	Ketua 
	Dayak
	085246215409

	2.
	HERIANSYAH
	Sekretaris
	Kutai
	082122247442

	3.
	SUKAJI
	Bendahara
	Jawa
	081347554419

	4.
	WIYONO
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	5.
	KARMIS
	Pembantu Adat
	Sunda
	

	6.
	ROKIB WAGIMAN
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	7.
	SUYOTO
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	8.
	TOWO
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	9.
	WAGINAH
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	10.
	SLAMET ARI WIBOWO.Spd
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	11.
	WAGISAN
	Pembantu Adat
	Osing
	

	12.
	ELIAKIM
	Pembantu Adat
	Dayak
	

	13.
	NORMANSYAH
	Pembantu Adat
	Kutai
	

	14.
	SUHARNO
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	15.
	YEREMIA PURWANTO
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	16.
	MANSUR
	Pembantu Adat
	Bugis
	

	17.
	SAHNO
	Pembantu Adat
	Madura
	

	18.
	CAWIS
	Pembantu Adat
	Madura
	

	19.
	MESIJAN
	Pembantu Adat
	Madura
	

	20.
	WALDI
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	21.
	HISTORI.Spd.MM
	Pembantu Adat
	Dayak
	

	22.
	STAINLY
	Pembantu Adat
	Dayak
	

	23.
	NANANG
	Pembantu Adat
	Sunda
	

	24.
	SUGIMAN
	Pembantu Adat
	Jawa
	

	25
	RIGAN
	Pembantu Adat
	Jawa
	




KEPALA DESA BHUANA JAYA,
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